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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Olahraga merupakan kesibukan yang benar-benar utama untuk menjaga 

kesehatan seseorang. Olahraga satu tingkah laku aktif yang menggiatkan 

metabolisme serta mempengaruhi manfaat di dalam tubuh untuk menghasilkan 

system kekebalan tubuh dalam usaha menjaga tubuh dari masalah penyakit 

maupun stress, dan bahkan bisa menjadi sarana untuk membangun identitas 

bangsa. Pada system keolahragaan nasional yang terdapat pada Undang- 

Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2005, menjelaskan bahwa olahraga 

merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional 

sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara harus di tempatkan pada kedudukan yang jelas dalam 

system hukum nasional.  

Olahraga di Indonesia sebagaimana bagian dari kehidupan bermasyarakat 

menjadi penting. Salah satu sasaran pembangunan Indonesia di bidang 

Olahraga ialah dalam bentuk pembinaannya sehingga para olahragawan dapat 

terorganisir dalam menggeluti bidang olahraganya. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi 

Olahraga Nasional, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pencapaian 

prestasi atlet nasional di tingkat internasional diperlukan pembinaan dan 

pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern. 
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Sehingga pemerintah mengatur system olahraga di Indonesia pada Peraturan 

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 sebagai 

langkah untuk memberi perlindungan dan penjelasan kepada semua elemen 

yang mendukung olahraga nasional.  

Pemberlakuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik 

Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri 

Olahraga Nasional, bahwa untuk memberikan arah pembinaan dan 

pengembangan industri olahraga serta melaksanakan tugas dan kewenangan 

pemerintah  baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pelaksanaan industri 

olahraga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 

80 Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.  

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut pasal 1 ayat 2 bahwa 

pembinaan industri olahraga yang selanjutnya disebut pembinaan adalah 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan 

daya saing pelaku industri olahraga, melalui profesi olahraga. Upaya 

pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, 

selain merupakan sebagai sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, 

regional, nasional maupun internasional. Sebagai sarana peningkatan prestasi 

dibidang olahraga tingkat regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan, menjelaskan bahwa untuk melaksanakan 

pembangunan dibidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada 

pertimbangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 huruf a, 
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perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, 

serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan 

guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi  olahraga Daerah untuk 

tingkat nasional dan internasional.  

Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 

tentang penyelenggaraan keolahragaan yang besifat fundamental tersebut 

diterapkan untuk Provinsi, Kota atau Kabupaten demi terciptanya regenerasi 

dalam memproduksi atlet-atlet baru yang mumpuni di daerah tersebut, dan 

secara fundamental pula peraturan ini harus diterapkan pada lingkup Kota atau 

Kabupaten untuk mengaturnya, terutama di daerah Kota Bandung dengan 

adanya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana telah dibentuk Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Bandung. Untuk mendukung pembinaan atlet di Kota 

Bandung ini yang menjalankan tugas dalam pembinaan atlet Kota Bandung 

ialah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Tugas yang dijalankan oleh 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung ini terdapat pada Peraturan Daerah 

Kota Bandung yang menjelaskan penyelenggaraan olahraga yang berada di 

lingkup Kota Bandung.  

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 21 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 

yang di dalamnya menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 21 Undang – 

Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah di 
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amanatkan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan 

pengembangan olahraga, serta dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan 

memasyarakatkan olahraga, perlu dilakukan penataan pengaturan 

penyelenggaraan keolahragaan Daerah.  

Peraturan Daerah Kota Bandung yang telah dijelaskan mengenai 

olahraga tersebut, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib 

memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan olahraga kepada 

seluruh masyarakat dan  bertanggung jawab dalam upaya partisipasi masyarakat 

khususnya di bidang olahraga.  

Keberhasilan mencapai tujuan dalam olahraga  sangat ditentukan oleh 

kemampuan pelatih dan keberbakatan yang dimiliki oleh atlet. Faktor tersebut 

memegang peranan yang penting dalam proses pencapaian prestasi puncak bagi 

atlet. Hal tersebut menjadi langkah awal pembinaan yang konkret. Indonesia 

merupakan lahannya atlet muda berbakat, dan lahannya ekspresi kehidupan 

berolahraga seluas-luasnya. Untuk lebih jelasnya terkait dalam program 

pembinaan atlet ditunjukkan pada tabel berikut:  
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Tabel 1.1  Program Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Tahun 2017 

No. Cabang Olahraga Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan 

PA PI 

1. Penahan Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 2 2 0  

  Atlet 7 2 5  

2. Pencak Silat Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 3 3 0  

  Atlet 15 7 8  

3. Atletik Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 4 4 0  

  Atlet 15 6 9  

4. Bulutangkis Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 3 3 0  

  Atlet 8 4 4  

5. Taekwondo Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 2 2 0  

  Atlet 11 8 3  

6. Tarung Derajat Koordinator 1 0 1  

  Pelatih 2 2 0  

  Atlet 8 6 2  

7. Sepak Bola Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 4 4 0  

  Official 1 1 0  

  Atlet 18 18 0  

8. Renang Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 2 2 0  

  Atlet 12 5 7  

9. Karate Koordinator 1 1 0  

  Pelatih 2 2 0  

  Atlet 13 5 8  

 

Sumber : Data diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2018 
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Grafik 1.1 Prestasi Atlet Tingkat Jawa Barat Tahun 2017 

 

Sumber : Data diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 

 

Pada data di atas, telah diuraikan sebelumnya mengenai kebijakan yang 

tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pemuda dan 

Olahraga Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan 

prestasi atlet merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah (Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung) perlu melakukan koordinasi baik 

ditingkat Provinsi, maupun Kota/Kabupaten untuk mendapatkan atlet yang 

unggul dalam olahraga. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada 

tabel tersebut hanya menjelaskan terkait 1 (satu) program pembinaan atlet. 

Sedangkan dalam Peraturan Presiden N0. 95 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 3 bahwa 

pengembangan bakat calon Atlet prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui : satuan pendidikan jalur formal, sekolah khusus 

olahragawan, klub olahraga, dan kompetisi olahraga. Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Bandung hanya memiliki 1 program pembinaan atlet PPLPD 

yang merupakan satuan pendidikan jalur formal. 

Pada grafik 1.1 terlihat bahwa tingkat prestasi Provinsi Jawa Barat lebih 

mendominasi dari atlet Cimahi. Atlet Bandung disini masih belum bisa 

maksimal dalam mencapai target pada prestasi tingkat provinsi. Sistem 

keolahragaan nasional pada saat ini masih jauh dari kondisi yang diharapkan. 
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Harapan yang diinginkan masih belum sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan 

hasil observasi, hal ini terlihat dari minimnya program yang dimiliki oleh Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Kurang seriusnya dalam pembinaan atlet 

itu sendiri, Pola yang digunakan dalam program pembinaan dari tahun ke tahun 

tidak ada perubahan hanya berupa pengulangan program. Tidak semua cabang 

olahraga yang bisa mengikut program pembinaan dari 21 cabang olahraaga 

yang difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga hanya 9 cabang olahraga, lalu 

yang menjadi satu masalah yang dirasakan bagi rasakan bagi para atlet pelajar 

masih kurangnya sumberdaya anggaran yang diterima oleh para atlet masih telat 

tidak sesuai dengan waktunya, dan keterbatasan kemampuan pemerintah. Ini 

bisa mempengaruhi dalam peningkatan atlet olahraga. 

Uraian dari pemaparan permasalahan di atas jika dihubungkan dengan 

Program pembinaan atlet yang berada di Kota Bandung, maka dapat terlihat 

bahwa permasalah-permasalahan dalam pembinaan atlet ini merupakan 

masalah yang erat kaitannya dengan proses pelaksanaan. Oleh karena itu disini 

penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Implementasi Kebijakan Program 

Pembinaan Atlet Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 

2017”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

– masalah yang teridentifikasi adalah :  

1. Program yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung 

hanya memiliki 1 program pembinaan atlet yang merupakan satuan 

pendidikan jalur formal 

2. Program dari tahun ke tahun tidak ada perubahan hanya berupa 

pengulangan program 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kebijakan program pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Bandung Tahun 2017? 

2. Bagaimana implementasi program pembinaan atlet pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui kebijakan program pembinaan atlet pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017 
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2. Untuk mengetahui implementasi program pembinaan atlet pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menggolongkan 

kegunaan penelitian menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. 

1. Kegunaan Teoritis  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

perkembangan teori yang sudah ada serta dalam mengembangkan ilmu sosial 

yang ada khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan untuk 

kepentingan penelitian dimasa akan datang. Selain itu diharapkan mampu 

memberikan telaah terhadap fenomena pelaksanaan pembinaan atlet pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sehingga menjadi masukan bagi peneliti 

lain yang ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pembinaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis   

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memperluas pengetahuan serta 

wawasan penulis dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

secara teori di lapangan mengenai pembinaan. Serta penelitian ini 
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merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 

Administrasi Publik bagi penulis. 

b. Bagi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan saran dan 

pertimbangan dalam mengevaluasi program dan kinerja para pegawai 

yang dilakukan setiap program pembinaan atlet yang diberikan oleh 

stakeholder yang nantinya sedikit demi sedikit akan diperbaiki 

sehingga program pembinaan atlet akan lebih baik dan maksimal. 

 

 

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam 

penelitian selanjutnya. Sehingga dapat dijadikan bahan studi 

komparasi untuk penelitian selanjutnya. Dan sebagai bahan bacaan 

atau rujukan bagi mahasiswa bagi mahasiswa program studi 

Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

mengenai Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Atlet Pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.  

Dalam bentuk partisipasi masyarakat di bidang olahraga, ditangani oleh 

Dinas Pemuda dan Olahraga yang kemudian mempunyai fungsi untuk membina 
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dan mengarahkan sumber daya pendukung demi tercapainya tujuan 

pemberdayaan masyarakat tersebut. Dengan menggunakan tahapan – tahapan 

pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-

organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan suatu program.  

Menurut Chandler dan Plano dalam Paolong (2013:7) mengemukakan 

bahwa: 

“Administrasi publik merupakan suni dan ilmu (art and 

science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan 

melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik 

sebagai ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah public melalui 

perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber 

organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”  

 

 

Menurut Robert Eyestone yang dikutip Leo Agustino (2008:6) 

mendefinisikan kebijakan public adalah sebagai hubungan  antara unit 

pemerintah dengan lingkungannya.  

Implementasi kebijakan meliputi apa yang menjadi kebijakan publik. 

Van Metter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2017: 128) 

mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.  

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino dalam 

buku Leo Agustino (2017:133) ada enam Variabel yang mempengaruhi Kinerja 

Implementasi Kebijakan Publik, yaitu: 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
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2. Sumber Daya 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana  

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Keenam factor tersebut menjelaskan keberhasilan pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan ditentukan oleh ukuran dan kebijakan yang bersifat 

realistis, kemampuan sumber daya yang tersedia, agen pelaksana yang meliputi 

organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi 

kebijakan, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana, komunikasi 

dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan, dan 

bisa menilai kinerja implementasi kebijakan sejauh mana lingkungan ekonomi, 

sosial dan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.  

 

G. Proposisi  

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Atlet Pelajar Kota 

Bandung Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017 

diketahui berdasarkan : 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, artinya kinerja implementasi 

kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya. 

2. Sumber Daya, artinya keberhasilan proses implementasi kebijakan 

sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia.  
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3. Karakteristik Agen Pelakasana, artinya cakupan atau luas wilayah 

implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak 

menentukan agen pelaksana. 

4. Sikap Pelaksana, artinya sikap penerimaan atau penolakan dari agen 

pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau 

tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, artinya 

koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam 

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

6. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, artinya sejauhmana 

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


